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ABSTRAK 

Perkawinan Beda Agama secara umum terjadi pada antar pemeluk enam 

agama yang diakui di Indonesia, seperti Kristen dengan Protestan, Hindu dengan 

Buddha, Islam dengan Kristen dan masih banyak lagi. Di sisi lain, perkawinan 

beda agama juga kerap terjadi antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. 

Perkawinan beda agama antara Baha‟i dengan Islam memiliki keunikah tersendiri 

dibandingkan dengan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh antar pemeluk 

enam agama di Indonesia. Keunikan ini terjadi disebabkan karena beberapa hal 

diantaranya: Pertama, status Baha‟i yang masih diperdebatkan apakah termasuk 

agama atau aliran kepercayaan; Kedua, adanya jaminan atas keberadaan Baha‟i di 

Indonesia tidak menjamin pelayanan hak administrasi Baha‟i dipenuhi 

seluruhnya. Sehingga jika Baha‟i melakukan perkawinan dengan sesama Baha‟i, 

maka perkawinan mereka tidak segera bisa dicatatkan. Fakta yang membuktikan 

bahwa pemeluk Baha‟i di Indonesia banyak didapati pada daerah Banyuwangi, 

dan terdapat bukti di lapangan bahwa beberapa dari pemeluk Baha‟i di 

Banyuwangi menikah dengan pemeluk agama Islam menjadikan salah satu kajian 

utama dalam penelitian ini.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 

yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta dilakukan 

penarikan kesimpulan secara deskriptif tentang teori yang berkaitan dengan 

persoalan perkawinan beda agama antara pemeluk Baha‟i dengan Islam.  

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: Pertama, Praktik 

perkawinan antara pemeluk Baha‟i dengan pemeluk Islam di Banyuwangi terjadi 

melalui dua cara perkawinan, yakni menurut tatacara Islam terlebih dahulu 

kemudian melalui tatacara Baha‟i. Tiga dari empat pasangan di Banyuwangi 

menikah dengan dua cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu pasangan 

lainnya hanya melakukan perkawinan dengan tatacara Baha‟i tanpa melalui proses 

Islam. Terdapat beberapa sebab yang menjadikan praktik perkawinan berhasil 

terlaksana di Banyuwangi. Sehingga atas praktik dan sebab terjadinya perkawinan 

antara Baha‟i dan Islam tersebut, jika kemudian dilihat melalui teori tindakan 

sosial Max Weber. Maka dapat dikatakan bahwa praktik ini berorientasi pada tiga 

tindakan sosial. Kedua, KaidahBhukum tentangMperkawinanCbedaNagama di 

Indonesia sampai saat ini belum termodifikasi secara khusus. Namun, secara 

umum dalam aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat larangan kawin 

atas pihak yang berbeda agama. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Indonesia 

menangani kasus perkawinan beda agama antara Islam dengan Baha‟i yang 

statusnya sebagai penghayat kepercayaan. Maka melalui landasan aturan undang-

undang perkawinan pasal 2, dapat dikatakan bahwaVperkawinan hanya dapat 

dilakukan sepanjang masing-masing mempelai menganut agama yang sama dan 

atau kepercayaan yang sama dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat. 

Sehingga perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinanGyang sesuai 

dengan aturan perkawinan di Indonesia, sekaligus sejalan dengan aturan 

penghayat kepercayaan yang termaktub dalam PP No. 40 Tahun 2019.  

 

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Baha‟i dengan Islam.  
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ABSTRACT 

Marriages of different religions generally occur between adherents of the 

six recognized religions in Indonesia, such as Christianity and Protestantism, 

Hinduism and Buddhism, Islam and Christianity and many more. On the other 

hand, interfaith marriages also often occur between religious believers and 

believers. Interfaith marriages between Baha‟i anad Islam have their own 

uniqueness compared to interfaith marriages between adherents of the six 

religions in Indonesia. This uniqueness occurs due to several reasons including; 

First, the status of Baha‟i, which is still being debated whether it is a religion or a 

belief; Second, the guarantee of the existence of Baha‟i in Indonesia does not 

guarantee that the services of Baha‟i administrative rights are fulfilled entirely. So 

if a Baha‟i marries another Baha‟i, then their marriage cannot be registered 

immediately. The fact that proves that Baha‟i in Indonesia are found mostly in the 

Banyuwangi area, and there is evidence in the field that some of the Baha‟i 

adherents in Banyuwangi are married to Muslims, making it one of the main 

studies in this research. 

 This research is a field research using an empirical juridical approach. The 

data collection techniques in this study used observation, interview and 

documentation methods and descriptive conclusions were drawn about theories 

related to the problem of interfaith marriage between Baha‟i and Islam. 

 This research resulted in two conclusions, namely: First, the practice of 

marriage between Baha‟i anad Muslims in Banyuwangi occurs through two ways 

of marriage, namely according to the Islamic method first then through the Baha‟i 

procedure. Three out of four couples in Banyuwangi married in two ways 

described, while the other couple only married in a Baha‟i manner without going 

through the Islamic process. There are several reasons why the practice of 

marriage is successful in Banyuwangi. So that the practice and causes of the 

marriage between the Baha‟i and Islam, if then seen through Max Weber‟s theory 

of social action. So it can be said that this practice is oriented towards three social 

actions. Second, the rule of regarding interfaith marriage in Indonesia has not 

been specifically modified so far. However, in general, the laws and regulations in 

Indonesia prohibit marriage for parties of different religions. This is to explain 

how Indonesian law handles cases of interfaith marriage between Islam and 

Baha‟i, whose status is as a believer. So through the basis of the rules of article 2 

of the marriage law, it can be said that marriage can only be carried out as long as 

each of the brides adheres to the same religion and or the same belief before 

religious leaders / religious leaders. So that the marriage that is carried out is a 

marriage that is in accordance with the rules of marriage in Indonesia, as well as 

in accordance with the rules of the believers of faith as stipulated in PP. 40 of 

2019.  

 

Keywords: Marriage with different religions, Baha‟i with Islam. 
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MOTTO 

 

Mulailah Segala Sesuatu Dengan Niat Baik dan Penuh Keyakinan,  

Jalankan Segala Proses Dengan Penuh Keikhlasan,  

Selesaikanlah Dengan Penuh Kebahagiaan... 

 

Karena Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah 

bersabda: 

 

ًَاإ نَّ ًَال  َُاتِ الأع ًَنْ نَّىَي يا ايرٌءٍ نِكُمِ وإِنًَّا باننِّ نًإ هِجْرَتُهُ كَانَّتْ فَ  

َُا هِجْرَتُهُ كَانَّتْ ويَنْ ورَسُىْنِهِ الِله إنً فهِجْرَتُهُ ورَسُىنِهِ الِله ُْبُها نِدُنّْ  َُصِ

ََنّْكِحُهَا ايرأةٍ أو  هَاجَرَإنُهِ يا إنً فهِجْرَتُهُ 

 
 “Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya, dan bagi 

setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang di niatkannya. Barangsiapa 

berhijrah dengan niat kepada Allah dan RasulNya, maka ia mendapatkan 

balasan hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, dan barangsiapa berhijrah 

dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya, atau wanita 

yang akan dinikahinya, maka (ia mendapatkan balasan) hijrahnya kepada apa 

yang ia niatkan tersebut”.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.  

A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba‟ B be ب

 ta‟ T te ث

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim J je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D de د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R er ر

 zai Z zet ز

 sin S es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض

 ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 gain G ge غ

 fa‟ F ef ف

 qaf Q qi ق

 kaf K ka ك

 lam L el ل

 mim M em م

 nun N en ى

 wawu W we و

ٍ ha‟ H ha 
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 hamzah „ apostrof ء

 ya‟ Y ye ي

  

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  

 ditulis   Sunnah   سٌت     

  ditulis   „Illah   علَ     

C. Ta’ Marbuṭah di Akhir Kata  

1. Bila dimatikan ditulis dengan „h‟  

  ditulis    al-Mā‟idah  انًائدة 

  ditulis    Islāmiyyah    إسلَايِيّة

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan „h‟.  

ًَذَاهِبْ   .ditulis   Muqāranah al-Maẓāhib  يقارنة ان

 

D. Vokal Pendek   

                    kasrah  ditulis  i   

َ            fathah   ditulis  a  

ُ            dammah  ditulis   u 

 

E. Vokal Panjang  

1. Fatḥah + alif   ditulis   ā 

  ditulis   Istiḥsān    اِستِحسَاٌ 

2. Fatḥah + ya‟ mati      ditulis   ā 

 ditulis   Uns\ā   أنثى 

3. Kasrah + ya‟ mati   ditulis   ī 



 

x 

  ditulis   al-„Ālwānī    انعهوانً 

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis   Ū 

  ditulis   „Ulūm    عهوو 

 

F. Vokal Rangkap  

1. Fatḥah + ya‟ mati   ditulis   ai 

  ditulis              Gairihim    غيزهى 

2. Fatḥah + wāwu mati  ditulis   au 

  ditulis   Qaul    قول 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis   a‟antum   أأنتى 

 ditulis    u‟iddat   أعدت  

  ditulis   la‟in syakartum  لإٌ شكزتى  

 

H. Kata Sandang Alif + Lam  

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis   al-Qur‟an   انقزآٌ 

  ditulis   al-Qiyās   انقياس 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.  

 ditulis   ar-Risālah   انزسانة 

  ‟ditulis    an-Nisā   اننساء  

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat  

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:  

  ditulis   Ahl-Ra‟yi  اهم انزأي

 ditulis    Ahl as-Sunnah  اهم انسنة
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KATA PENGANTAR 

 

يِالرَّحْوٰ الِله بِسْنِ  الرَّحِيْنِ 

ًْيَا وَعَليٰ ًَسْتَعِيْيَ وَبَِ العَالَوِيْيَ رَبِ لِله الحَوْدُ  وَالصَّلَاةُ وَالدِيْي أهُوْرِالدُ

ًْبِياءِ اَشْرَّفِ عَليٰ وَالسَلَامُ  أَجْوَعِيي وَأصْحَابَ الَِ وَعَليٰ وَالوُرّْسَلِييَ الَأ

 بعد أهّا

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Tuhan semesta alam, 

Allah Subhanahu wa ta‟ala., atas limpahan rahmat dan berkah yang diberikan 

kepada seluruh makhluk-Nya di muka bumi ini, sehingga atas izin dari Allah tesis 

ini akhirnya dapat dituntaskan. Shalawat dan salam disampaikan pula kepada 

Nabi Muhammad Shallallahu „alaihi wasallam., seorang teladan terbaik bagi 

umat manusia. 

Dalam penelitian ini penyusun mendeskripsikan, membahas dan 

menganalisis sebuah fenomena perkawinan beda agama antara pemeluk agama 

Baha‟i dengan pemeluk agama Islam yang ada di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. 

Dikatakan sebagai sebuah fenomena, karena praktik perkawinan antara Baha‟i 

dengan Islam sudah terjadi sejak lama di Banyuwangi. Baha‟i yang statusnya 

sebagai penghayat kepercayaan dan Islam yang statusnya sebagai suatu agama 

yang diakui di Indonesia menjadikan problema tersendiri tentang bagaimana 

legalitas perkawinan jika dilihat melalui kacamata aturan hukum di Indonesia 

dengan praktik sosiologi di masyarakat. 

Penelitian ini tentu saja tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan serta 

dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk 

apapun. Atas tuntasnya sebuah penelitian berjudul “Fenomena Perkawinan 

Beda Agama Antara Baha’i Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di 

Banyuwangi Jawa Timur)”, dengan segenap kerendahan hati penyusun 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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2. Bapak Prof. Dr. Drs. A. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi 

Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.,  selaku Dosen Penasihat Akademik. 

5. Ibu Dr. Sri Wahyuni., S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan 

penyusun sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini. 

6. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari‟ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

7. Ayahanda Drs. H. Ali Mahfud, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Siti Mardiyah, kedua 

orangtua penyusun yang selalu memberikan dukungan dan doa-doa terbaik 

kepada anak-anaknya khususnya kepada penyusun. 

8. Masyarakat Banyuwangi khususnya kepada para pemeluk agama Baha‟i, 

Ketua RT IV Desa Jajag, serta para pejabat pemerintahan Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi atas sikap tulus dan kooperatif 

yang diberikan selama proses penelitian. 

9. Teman-teman seperjuangan Grup Akhwati Fillah yang selalu saling 

membantu dan memberikan semangat kepada saya selama proses penyusunan 

tesis. 

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Hukum Islam (S2) 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta kelas B tahun ajaran 2018 yang telah memberikan pengalaman 

dan pembelajaran selama masa perkuliahan. 

11. Seluruh pihak yang terlibat dan mendukung proses pengerjaan penelitian ini 

yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. 
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Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 

karena itu, penyusun menghargai dan sangat mengharapkan adanya kritik serta 

saran yang diberikan sebagai sebuah koreksi dan perbaikan di masa yang akan 

datang. Sebagai sebuah pengantar terakhir, semoga tesis ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak, serta tergolong sebagai amal kebaikan di sisi Allah 

Ta‟ala.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Salahs satuu hak bagi setiap masyarakat yang dijamin ketentuannya dalam 

aturan khusus adalah perkawinan. Perkawinan menjadi suatu hak bagi setiap 

individu yang telah mencapai segala persyaratan dalam aturan undang-undang dan 

ajaran masing-masing. Dalam kelangsungan perkawinan, peran agama sebetulnya 

sangat penting untuk membangun kehidupanwrumahhtangga yangssakinah 

mawadah danrrahmah.
1
 Selain dari pengertian tersebut, perkawinan juga 

didefinisikan sebagai perjanjian atau ikatan suci dalam rangkaemembentuk 

keluargasantarawseorangglaki-lakiedans seorangpperempuan. Definisi “suci” 

lebih sering mengarah pada sisikkeagamaan, karenakkatadsucieeratykaitannya 

berhubunganrdenganwagama.
2
 Melalui beberapa pengertian terkait makna dari 

perkawinan, dapat dipahami bahwa agama merupakan salah satu faktor penentu 

untuk mengukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. 

Selain aturan tentang sah nya perkawinan yang ditentukan dari segi agama 

dan kepercayaan, juga diatur ketentuan bahwa sahnya perkawinan harus 

dibuktikan dengan adanya pencatatan perkawinan.
3
 Pencatatan perkawinan ini 

hanyalah syarat materiil agar pernikahan dapat diakui oleh negara. Hal ini 

                                                           
1
 Mahyudin, Peran Agama Dalam Perkawinan Dan Keluarga, Online, 

(https://riau.kemenag.go.id/ berita /503804/Mahyudin-Peran-Agama-Dalam-Perkawinan-Dan-

Keluarga//...). Diakses pada tanggal 29 November 2019. 

 
2
 KDjaja S. Meliala, PerkawinanyBedauAgamatdanrKepercayaank di IndonesiaqPasca 

Putusang Mahkamah iKonstitusi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm.11-14. 

 
3
 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 “Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

https://riau.kemenag.go.id/%20berita%20/503804/Mahyudin-Peran-Agama-Dalam-Perkawinan-Dan-Keluarga
https://riau.kemenag.go.id/%20berita%20/503804/Mahyudin-Peran-Agama-Dalam-Perkawinan-Dan-Keluarga
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bertujuan agar pasangan suami istri yang menikah dapat terlindungi dari segi 

identitas perkawinan dan keluarga.
4
 

Agar dapat dicatatkan sesuai aturan Negara, dalam Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975 dijelaskan secara detail bahwa bagi pemeluk agama Islam 

maka pencatatan perkawinan dilakukan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) 

sedangkan bagi pemeluk agama selain Islam dapat dilakukan dihadapan Pegawai 

Pencatat Sipil. Meski telah diatur secara jelas tentang tata cara perkawinan yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan beberapa aturan sebagai 

pelaksana Undang-Undang tersebut, tidak berarti bahwa Undang-Undang ini telah 

mengatur seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan secara 

menyeluruh. Salah satu praktik perkawinan yang dipahami tidak diatur secara 

jelas aturan hukumnya adalah perkawinan beda agama.
5
  

Terkait ketidakjelasan aturan mengenai perkawinan beda agama di 

Indonesia, menjadikan masyarakat ketika ingin menikah beda agama akhirnya  

mencari inisiatif lain agar diresmikan dengan melakukan beberapa cara.
6
 

                                                           
4
 Muhammad Aji Purwanto, “Legalitas Pernikahan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar 

Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam)”, Skripsi IAIN Tulungagung, (2017), hlm. 19. 

 
5
*Statement ini digagas penulis berdasarkan tulisan Sri Wahyuni bahwa sebelum 

berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Beda Agama termasuk dalam jenis 

Perkawinan Campuran. Adapun Perkawinan Campuran diatur dalam GHR pasal 1 bahwa 

Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum 

yang berlainan. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, secara tegas Perkawinan 

Campuran dinyatakan dalam pasal 57 yaitu Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang ini 

ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena 

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dengan 

demikian Perkawinan Beda Agama bukan lagi termasuk dalam aturan Perkawinan Campuran. 

Lihat Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, Artikel 

Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm.132. 
 

6
 Yakni dengan: (1) meminta penetapan Pengadilan; (2) kawin menurut masing-masing 

agama; (3) tunduk sementara pada salah satu hukum agama; (4) menikah di luar negeri. Lihat 
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Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dipandang 

sebagai suatu paradok dalam wacana kebebasan beragama dan hak asasi manusia. 

Hal tersebut dikarenakan pasangan ketika ingin menikah beda agama selain 

kesulitan dalam pelaksanaanya, juga harus menundukkan diri ke salah satu agama 

pasangannya. Di sisi lain, negara juga menjamin adanya kebebasan beragama 

yang juga dijamin dalam ketentuan Hak Asasi Manusia.
7
 

Terlepas dari beberapa kesulitan yang ada pada praktik pelaksanaan nikah 

beda agama, terdapat beberapa hukum dari agama tertentu yang melarang wanita 

menikah dengan pria yang bukan dari agama nya atau sebaliknya. Beberapa 

agama tersebut diantaranya Islam, Katholik dan Hindu.
8
 Dari beberapa fenomena 

terkait perkawinan beda agama selalu diisukan terjadi pada 6 agama yang diakui 

negara diantaranya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katholik dan Konghucu.  

Sementara itu pada faktanya, selain 6 agama tersebut di Indonesia terdapat 

beberapa aliran kepercayaan yang kehadirannya dilindungi oleh aturan dalam 

konstitusi. Dari beberapa aliran kepercayaan tersebut, Baha‟i merupakan salah 

satu aliran kepercayaan yang hadirnya masih dianggap tabu oleh masyarakat 

umum bahkan belum dikenal secara pasti.  

Baha‟i dalam sejarahnya diketahui masuk ke Indonesia melalui jalur 

perdagangan sekitar tahun 1878 oleh dua orang pedagang yang berasal dari Persia 

                                                                                                                                                               
Hardian “Pernikahan Beda Agama: Ini Prosedur dan Rincian Biayanya”, Online, 

(https://www.moneysmart.id/pernikahan-beda-agama-prosedur-rincian biaya/..).Diakses pada 

tanggal 29 November 2019. 
 

7
 Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”, Artikel 

Jurnal, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), hlm. 134. 

 
8
 Hukum Online, (https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-

tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/..). Diakses pada tanggal 1 Desember 2019. 

https://www.moneysmart.id/pernikahan-beda-agama-prosedur-rincian%20biaya/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidakmelarang-perkawinan-beda-agama/
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dan Turki yaitu Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Baha‟i dikenal sebagai agama 

yang independen dan universal, pembawa wahyu agama Baha‟i bernama 

Bahaullah yang dipercaya sebagai makhluk Tuhan untuk menyebarkan rasa 

kesejahteraan antar umat beragama.
9
 Mereka percaya bahwa agama yang benar 

adalah agama yang memiliki satu Tuhan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Dalam 

ajarannya, Baha‟i memiliki suatu aturan bahwa dalam hal menikah mereka tidak 

harus dengan sesama Baha‟i, namun dibolehkan pula menikah dengan non-

Baha‟i.
10

 

Jika merujuk pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan seharusnya perkawinan antara seorang muslim dan penghayat 

kepercayaan tidak memenuhi unsur dari ayat 1 sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Sebab baik Islam dan Penghayat Kepercayaan merupakan salah satu 

unsur yang terpisah yang diakui keberadaannya di Indonesia.
11

 Bahkan secara 

yuridis penghayat kepercayaan dalam melaksanakan praktik perkawinan harus 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan,
12

 yang menjelaskan tentang persyaratan dan tata 

cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui 

                                                           
9
 Majelis Rohani Nasional Baha‟i, Agama Baha‟i, (Jakarta: Perkumpulan Majelis Rohani 

Nasional Baha‟i Indonesia, 2019), hlm. 2.  
 

10
 Wawancara dengan RKA, Penganut Agama Baha‟i, Yogyakarta, tanggal 6 November 

2019.  
 

11
 Muhamad Sidik, “Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan”, Skripsi 

Universitas Islam Negeri Jakarta, (2019), hlm. 4. 
 
12

 Aturan tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 tentang Pelaksana Undang-undang No. 24 Tahun 2013 

tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Bab VI 

“Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa”. 
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sebagai agama berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan atau penghayat 

kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
13

  

Hal yang kemudian menjadi problematik dalam penelitian ini adalah 

terkait perkawinan pemeluk Baha‟i di masyarakat. Berbeda dengan agama lain 

yang sudah diakui oleh Negara, pemeluk Baha‟i ketika menikah dengan sesama 

Baha‟i maka perkawinannya secara administrasi akan susah dicatatkan. Hal ini 

terjadi karena oleh beberapa lembaga di masyarakat khususnya lembaga 

pencatatan perkawinan memiliki paham bahwa Baha‟i belum diakui sebagai 

agama di Indonesia, sehingga sampai ada bukti valid yang membuktikan bahwa 

Baha‟i telah diakui negara sebagai salah satu agama di Indonesia maka pihak 

tersebut akan terus menolak pencatatan atas pemeluk Baha‟i.  

Namun, kemudian diketahui pula bahwa selain adanya kesulitan 

pencatatan tersebut, dalam kepercayaan Baha‟i disebutkan bahwa Baha‟i 

membolehkan pemeluknya untuk menikah dengan pemeluk agama lain. Melalui 

wawancara dengan pemeluk Baha‟i di Banyuwangi diketahui bahwa sekitar 10% 

pemeluk Baha‟i di Banyuwangi melaksanakan perkawinan dengan pemeluk 

agama Islam.  

Adapun dalam teorinya, pemeluk Baha‟i ketika menikah dengan Islam 

dibolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam agama 

Baha‟i seperti:
14

 a) adanya persetujuan dari kedua orangtua dari kedua belah pihak 

bahwa anak ini (pihak Islam) akan menikah dengan penganut agama Baha‟i dan 

                                                           
13

 Heru Susetyo, “Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat”, Majalah Hukum, 

Nomor 1-3, Januari-Juni 1998, hlm. 156. 
 
14

 Wawancara dengan RKA, Penganut Baha‟i, Yogyakarta, tanggal 6 November 2019. 
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sebaliknya kepada anak (pihak Baha‟i); b) diberikan pilihan apakah ingin menikah 

secara Baha‟i atau menikah dengan dua cara yakni secara Baha‟i dan Islam; c) 

pelaksanaan perkawinan dengan dua cara tersebut dilakukan dalam waktu 24 jam. 

Terkait fakta di lapangan tentang perkawinan Bahai, diketahui jika 

pemeluk Baha‟i menikah dengan sesama Baha‟i, bukti nikah hanya dapat 

dikeluarkan oleh lembaga yang menangani permasalahan perkawinan Baha‟i 

bernama MRN (Majelis Rohani Nasional) yakni lembaga Baha‟i di tingkat negara 

yang bermarkas di Ibu Kota Negara. Lalu bagaimana jika pemeluk Baha‟i 

menikah dengan pemeluk agama lain selain Baha‟i.  

Atas permasalahan tersebut, diketahui bahwa wilayah Banyuwangi 

terdapat umat Baha‟i yang jumlahnya lebih banyak dari umat Baha‟i di wilayah 

lain yakni sebanyak 200-an  jiwa. Berdasarkan kisaran jumlah terbanyak tersebut 

karena umat Baha‟i selalu hidup dan bersosialisasi dengan agama lain 

menyebabkan beberapa umat Baha‟i melakukan perkawinan dengan Islam. 

Tercatat dari 200-an jiwa umat Baha‟i di Banyuwangi terdapat 10 pasangan yang 

diketahui menikah dengan Islam.
15

 

Dari beberapa pasangan yang menikah antara Baha‟i dengan Islam, para 

pasangan memiliki proses yang berbeda dalam melangsungkan perkawinan. Ada 

yang ketika menikah hanya secara Baha‟i saja tanpa melalui proses Islam, ada 

yang melalui Islam saja tanpa melalui proses Baha‟i, ada pula yang melalui dua 

proses baik secara Baha‟i dan Islam.
16

 Meskipun nyatanya dalam aturan Baha‟i 

                                                           
15

 Wawancara dengan LKH, Penganut Baha‟i, Jajag - Banyuwangi, tanggal 6 Desember 

2019.  
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terdapat keharusan bahwa untuk menikah dengan non-Baha‟i maka dilaksanakan 

melalui dua proses, faktanya dalam pelaksanaannya “terkadang” tidak dilakukan 

demikian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan antara lain: 

1. Bagaimana praktik perkawinan beda agama antara Baha‟i dengan Islam 

di Banyuwangi ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum di Indonesia terhadap perkawinan beda 

agama antara Islam dengan Baha‟i ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan tentang praktik perkawinan beda agama 

antara Baha‟i dengan Islam di Banyuwangi. 

b. Untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia melihat 

perkawinan beda agama antara pasangan Baha‟i dan Islam dalam 

proses perkawinan dan pencatatan perkawinan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

                                                                                                                                                               
16

 Wawancara dengan PNR, Penganut Baha‟i, Jajag - Banyuwangi, tanggal 6 Desember 

2019.  
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a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kontribusi positif dalam bidang hukum dan keagamaan. Khususnya 

dalam bidang perkawinan, bahwa Baha‟i sebagai salah satu aliran 

kepercayaan di Indonesia memiliki sistem independen yang 

mengatur masalah perkawinan walaupun Indonesia sebagai negara 

pun memiliki aturan tersendiri terkait perkawinan.  

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat dan peneliti pada umumnya sebagai 

sumbangan dari pikiran bagi kemajuan hukum perkawinan di 

Indonesia. 

 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mendukung penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa 

penelitian terdahulu yang sudah membahas beberapa permasalahan terkait Baha‟i. 

Dalam bahasan Baha‟i beberapa peneliti seperti Moh. Rasyid
17

, Kustini dan 

Syaiful Arif
18

, Anna Kostantia Panjaitan
19

, Iftahuul Mufiani
20

, Amanah Nurish
21

 

                                                           
17

 Moh. Rasyid, “Memotret Agama Baha‟i di Jateng di Tengah Lemahnya Perlindungan 

Pemda”, Jurnal Penelitian Agama II (2), STAIN Kudus, (2016). 
   

  
18

 Kustini dan Syaiful Arif, “Agama Baha‟i: Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil”, 

Jurnal Mutrikultural dan Mutireligius, Vol. 13, 2014. 
 

19
 Anna Kostantia Panjaitan, “Implikasi Pengosongan Kolom Agama dalam Kartu Tanda 

Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha‟i”, Jurnal Indonesian State Law 

Review, Vol. 1, No. 1, Oktober 2018. 

 
20

 Iftahuul Mufiani, “Fenomena Agama Baha‟i di Yogyakarta: Sebuah Sorotan Upaya 

Menemukan Titik Temu dengan Agama Multirelijius”, Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan 

Sosial, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016. 

 
21

 Amanah Nurish, “Diam Itu Melawan (Catatan Pinggir Komunitas Baha‟i)”, Jurnal Al-

Hurriyah, Edisi VI/Tahun I/November/2008.  
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dan Muh. Mukhlis Ardianto
22

 menjelaskan sebagian besar dalam penelitiannya 

bahwa Baha‟i dijamin dan diakui keberadaannya secara konstitusi oleh 

Pemerintah melalui pernyataan menteri agama Lukman Hakim pada tanggal 24 

Juli 2014. Perlindungan terhadap agama Baha‟i dijelaskan pada pasal 28 E dan 29 

Undang-Undang Dasar 1945 dan Penpres No.1/PNPS/1965, dari dua jaminan 

tersebut sebagai Warga Negara Indonesia pemeluk agama Baha‟i berhak 

mendapat pelayanan kependudukan, hukum dan lain-lain dari pemerintah.
23

 

Namun pada praktiknya pemeluk agama Baha‟i tidak mendapatkan akses 

keadilan berupa pelayanan hak sipil seperti tidak terpenuhinya akta kawin (kawin 

secara Baha‟i), kolom agama dalam KTP diberi tanda strip ( - ) sekolah formal 

tidak diberi pelajaran agama Baha‟i, adanya keharusan untuk pindah agama lain 

(satu diantara agama mayoritas), pemakaman disendirikan dengan pemakaman 

umum dan beberapa hal lainnya.
24

 

Adanya bentuk ketidakadilan yang dihadapi pemeluk agama Baha‟i 

dijelaskan oleh Kustini dan Syaiful Arif disebabkan oleh:
25

 Pertama, terdapat 

kesenjangan antara idealitas regulasi agama dalam konstitusi dengan realitas 

pemahaman dan pelayanan agama, baik di lembaga masyarakat maupun 

pemerintah; Kedua, masih kuatnya pemahaman lembaga pemerintah dan 

                                                           
22

 Muh. Mukhls Ardianto, “Pola Interaksi Masyarakat Baha‟i Dengan Masyarakat Muslim 

Desa Cebolek, Margoyoso, Pati”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2018). 
 
23

 Moh. Rasyid, “Memotret Agama Baha‟i di Jateng di Tengah Lemahnya Perlindungan 

Pemda”, Jurnal Penelitian Agama II (2), STAIN Kudus, (2016), hlm. 15. 

 
24

 Anna Kostantia Panjaitan, “Implikasi Pengosongan Kolom Agama Dalam Kartu Tanda 

Penduduk Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Umat Baha‟i”, Jurnal Indonesian State Law 

Review, Vol. 1, No. 1, Oktober 2018, hlm. 13. 
 

25
 Kustini dan Syaiful Arif, “Agama Baha‟i: Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil”, 

Jurnal Mutrikultural dan Mutireligius, Vol. 13, 2014, hlm. 97. 
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masyarakat tentang adanya “agama resmi” atau agama yang diakui oleh negara; 

Ketiga, ketiadaan pengetahuan tentang sistem keyakinan, prinsip ajaran dan 

bentuk peribadatan agama Baha‟i. 

Terlepas dari berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi, pemeluk 

agama Baha‟i sudah mulai tersebar dalam berbagai daerah, seperti Iftahul Mufiani 

yang menyebutkan bahwa Baha‟i tersebar di daerah Yogyakarta. Penganut agama 

Baha‟i di Yogyakarta tahun 2016 tercatat sebanyak 18 orang dengan status 

pendatang karena berasal dari berbagai daerah, mereka terdiri dari empat keluarga 

dengan jumlah delapan orang dan mahasiswa sepuluh orang.
26

 Sementara itu 

pemeluk agama Baha‟i juga tercatat banyak berada di Pati, Moh. Rasyid melalui 

penelitiannya menyebut bahwa pemeluk agama Baha‟i tercatat sebanyak 9 Kartu 

Keluarga dengan 27 jiwa.
27

 Selama berinteraksi dengan masyarakat muslim, 

Baha‟i turut aktif berpartisipasi dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial 

masyarakat.
28

 

Sama hal nya dengan beberapa penelitian yang disebutkan di daerah Pati 

dan Yogyakarta, Amanah Nurish
29

 menyebutkan bahwa agama Baha‟i juga 

tersebar sampai ke wilayah Banyuwangi. Sejak tahun 1975, Baha‟i telah 

                                                           
26

 Iftahuul Mufiani, “Fenomena Agama Baha‟i di Yogyakarta: Sebuah Sorotan Upaya 

Menemukan Titik Temu dengan Agama Multirelijius”, Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan 

Sosial, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 32. 
 
27

 Moh. Rasyid, “Resolusi Konflik Umat Baha‟i dengan Muslim (Studi Kasus di Pati 

Jawa Tengah)”, Jurnal Harmoni, IAIN Kudus, (2018), hlm. 440. 
 
28

 Muh. Mukhlis Ardianto, “Pola Interaksi Masyarakat Baha‟i Dengan Masyarakat 

Muslim Desa Cebolek, Margoyoso, Pati”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. vii. 

 
29

 Amanah Nurish, “Diam Itu Melawan (Catatan Pinggir Komunitas Baha‟i)”, Jurnal Al-

Hurriyah, Edisi VI/Tahun I/November/2008, hlm. 2-3. 
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berkembang di Banyuwangi dan memiliki penambahan jumlah pengikut meski 

terdapat halangan ketika penyebaran agama.  

Salah satu bentuk ketidakadilan yang dihadapi pemeluk agama Baha‟i 

berkaitan dengan perkawinan. Fakta tentang bagaimana perkawinan bagi Baha‟i 

oleh Rasyid (2016)
30

 dalam penelitiannya menjelaskan ajaran Baha‟i memaknai 

perkawinan sebagai persatuan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. 

Perkawinan sebagai perintah abadi Tuhan dan sebagai perwujudan kesejahteraan, 

keselamatan, dan lembaga keluarga untuk pondasi struktur masyarakat.  

Rasyid juga menyebutkan bahwa perkawinan dalam Baha‟i memiliki 

syarat dan ketentuan yang hampir sama dengan negara yang tercantum dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agama lainnya. Yang 

membuat beda hanyalah ketentuan Baha‟i yang menyatakan bahwa menikah boleh 

dari dua pasangan yang beragama Baha‟i dan boleh pula salah seorang dari 

pasangan tidak beragama Baha‟i.
31

 

Jika Baha‟i melegalkan perkawinan beda agama, yang perlu diketahui 

kemudian adalah bagaimana kedudukan Baha‟i di Indonesia. Faktanya di 

Indonesia Baha‟i dikelompokkan sebagai penganut salah satu aliran kepercayaan. 

Oleh karena Baha‟i disebut sebagai bentuk aliran kepercayaan, perlu kiranya 

penulis menyebutkan sedikit bahasan beberapa penelitian terdahulu tentang 

perkawinan aliran kepercayaan seperti yang dilakukan oleh Moh. Nasir 

                                                           
30

 Moh. Rasyid, “Potret Perkawinan Umat Agama Baha‟i dengan UU No. 1 Tahun 1974: 

Studi Kasus di Pati Jawa Tengah”, STAIN Kudus, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 459. 
 
31

 Ibid., hlm. 460. 
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Zunaedy
32

, Olviani Shahnara
33

, Heru Susetyo
34

, Sukma Yektiningsih
35

, 

Ceprudin
36

 dan Muh. Sidik
37

.  

Moh. Nasir Zunaedy
38

 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sejak 

Undang-Undang Perkawinan berlaku, bagi penganut aliran kepercayaan belum 

ada kesatuan penerapan dalam pelaksanaan perkawinan. Sehingga ketika penganut 

aliran kepercayaan menikah dengan sesama penganut aliran kepercayaan menurut 

Undang-Undang Perkawinan adalah sah. Sebaliknya perkawinan bila dilakukan 

oleh penganut aliran kepercayaan yang mengaku memeluk suatu agama tertentu 

maka harus sesuai dengan agama induknya bila ingin dikatakan sah secara 

Negara.  
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Olviani
39

 menambahkan beberapa kendala yang dihadapi oleh para 

penghayat kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata negara 

adalah masalah pencatatan perkawinan. Heru Susetyo
40

 kemudian menjelaskan 

tentang aliran kepercayaan yang memiliki masalah dalam pencatatan perkawinan. 

Heru sebelumnya membagi dua macam aliran kepercayaan yakni aliran 

kepercayaan yang beragama dan tidak beragama. Jika perkawinan dilaksanakan 

oleh aliran kepercayaan beragama maka perkawinan dilaksanakan sesuai dengan 

aturan yang berlaku, misal aliran kepercayaan yang cenderung Islam maka ketika 

menikah dilangsungkan di KUA. Sementara aliran kepercayaan yang tidak 

beragama, ketika melangsungkan perkawinan akan susah mendapat perlindungan 

karena tidak ada dasar agama manapun namun hanya berdasarkan tata cara aliran 

kepercayaan yang ada.
41

 

Jika beberapa penelitian terdahulu sudah banyak membahas bagaimana 

pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, bagaimana macam penghayat 

kepercayaan yang dapat dicatatkan dan efektivitas dari aturan yang melandaskan 

penghayat kepercayaan bisa dicatatkan di Catatan Sipil. Muhamad Sidik
42

 dalam 

penelitiannya membahas bagaimana bila penghayat kepercayaan menikah dengan 
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orang Islam. Hal tersebut banyak terjadi di Cigugur Jawa Barat yang merupakan 

wilayah dengan masyarakat yang hidup berdampingan antar agama dan 

kepercayaan yang ada seperti: Islam, Protestan, Katholik, Penghayat Kepercayaan 

Sunda Wiwitan, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu. Sehingga tidak dapat 

dinegasikan bahwa pola interaksi antar agama dan kepercayaan tersebut 

menyebabkan perkawinan beda agama sering terjadi.  

Permasalahan dalam penelitian inilah yang kemudian menjadi dekat 

dengan penelitian yang ingin penulis sampaikan, yakni dengan memfokuskan 

penelitian pada pemeluk Baha‟i yang menikah dengan pemeluk Islam di 

Banyuwangi. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Untuk mengetahui bagaimana hukum hidup dalam masyarakat, maka perlu 

dipahami bagaimana hukum berperan dalam mengendalikan masyarakat. 

Pembahasan mengenai tipe-tipe hukum di dalam masyarakat adalah salah satu hal 

pokok yang dipersoalkan oleh sosiologi hukum. Ciri utama dari aliran hukum 

sosiologis adalah memandang bahwa hukum tidak terpisahkan dari kenyataan 

sosial sehingga fokus kajiannya adalah law in action atau hukum dalam konteks 

das sein.
43

 Tugas hukum adalah mengatur apa yang akan terjadi agar tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.  

Untuk memberikan pemahaman bagaimana hukum berlaku di masyarakat, 

meka perlu adanya pemahaman atas perilakuUsetiapPindividu maupun kelompok. 

                                                           
43

 Hamzarief Santaria, Konsep Dasar Sosiologi Hukum, Cetakan Pertama, (Malang: 

Setara Press, 2019), hlm. 134. 
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Sehingga dapat diketahui bahwa masing-masing inidividu atau kelompok 

memilikiKmotifFdanTtujuan yangBberbedaAterhadap sebuah tindakanTyang 

dilakukan. Max Weber mengklasifikasikan satu teori bernama teori tindakan 

sosial yang dalam pengelompokannya terbagi dalam 4 (empat) tipe tindakan, 

diantaranya:  

Pertama, TindakanRrasionalitasUinstrumental; berdasarkan pengertiannya 

dijelaskan sebagai suatuTtindakanNyang dilakukan oleh seseorangUyang 

atasSpertimbangan pribadi yang didukung pada ketersediaan alat untuk mencapai 

tujuan dari tindakan yang dijalankan. 

Kedua, TindakanRrasionalitasMnilai; merupakan suatuTtindakanUyang 

didasarkan padaPpertimbanganDdanKperhitunganJyang sadar atas tujuan-tujuan 

yang sudahSada dalamMhubungannyaDdenganNnilai-nilaiKindividu 

yangBbersifat absolut (tidak terbatas).  

Ketiga, Tindakan afektif; merupakan suatuTtindakan yang lebih dikuasai 

olehPperasaanAatauEemosi pelaku tanpa adanya perencanaan secara sadar. 

Sehingga berdasarkan pengertiannya tindakanAafektifBbersifat langsung, 

tidakRrasional, dan merupakan ekspresi emosionalUindividu. 

Keempat, Tindakan ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah 

mengakar secara turun temurun.
44

 

Melalui empat klasifikasi teori tindakan sosial tersebut, Max Weber 

menjelaskan bahwa tindakanSsosial merupakan suatuTtindakan per-orangan yang 

dapat melibatkan orang lain dalam aktivitasnya. Max Weber bahkan menjelaskan 

                                                           
44

 Bryan S. Turner, Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2012), hlm. 115. 
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bahwa antara tindakan maupun tindakan sosial merupakan dua pemahaman yang 

berbeda. Jika “tindakan” mencakupPsemuaPperilaku yangGdilakukanOoleh 

manusia, sedangkanN“tindakan sosial” mencakup suatuTtindakan per-orangan 

yang ditujukan kepadaAorang lain serta memiliki makna subyektif bagi 

diriSsendiri dan bagi orang lain.
45

  

Berdasarkan penjelasannya maka dapat dipahami bahwa tindakanSsosial 

memiliki tigaKkonsep yakniTtindakan,YtujuanIdanPpemahaman.
46

 Sementara itu, 

untuk lebih memahami bagaimana konsep tindakan dari teori tindakan sosial Max 

Weber. Pip jones dalam hal ini menjelaskan ke dalam bentuk yang lebih 

fungsional ketika digunakan untuk memahami motif para pelakunya, yaitu:
47

  

1. Tindakan tradisional; tingkah laku yang sering dijalankan oleh per-

orangan bahkan kelompok masyarakat. Contohnya : “Saya melakukan ini 

karena saya selalu melakukannya.” 

2. Tindakan afektif; tingkah laku yang dijalankan sesuai dengan emosi 

pelaku saat itu tanpa adanya pertimbangan. Contohnya : “Apa boleh buat 

saya lakukan.” 

3. Tindakan rasionalitas instrumental; suatu perbuatan yang dirasakan 

pelaku sebagai bentuk jalan keluar terbaik untuk memperoleh hal yang 

                                                           
45

 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, alih bahasa Alimandan (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 126. 
 
46

 LB Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 83. 
 
47

 Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Social: Teori Fungsionalisme Hingga Post-

Modernisme, alih bahasa Saifuddin, (Jakarta: Pustaka Ober, 2003), hlm. 115. 
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diinginkan. Contohnya : “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai 

tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya.” 

4. Tindakan rasionalitas nilai; suatu perbuatan yang dijalankan pelaku 

sesuai dengan standar norma yang ada dalam menilai ketersediaan alat 

dan tujuan dari perbuatan tersebut. Contohnya : “Yang saya tahu hanya 

melakukan ini.”  

Melalui teori tindakan sosial.ini penulis mencoba untuk menjadikannya 

sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah pertama yang berkaitan 

dengan praktik perkawinan para pemeluk Baha‟i dengan pemeluk Islam di 

Banyuwangi. Sehingga dengan sistem yang dijelaskan dalam teori ini nantinya 

akan menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana hukum di 

Indonesia berjalan di masyarakat. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan 

(field research). Peneliti juga mencari sumber-sumber data terkait populasi 

umat Baha‟i di Banyuwangi dan aturan-aturan perkawinan yang ada dalam 

Baha‟i. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni dengan 

menggambarkan peristiwa perkawinan yang dijalani masyarakat pemeluk 
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Baha‟i di Banyuwangi serta menjelaskan bagaimana aturan dalam agama 

Baha‟i terkait perkawinan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataan di dalam kehidupan masyarakat.
48

 Sehingga melalui pendekatan ini 

dapat diperoleh suatu keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di 

masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang 

dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian peneliti dapat 

mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian 

masalah.   

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

Sumber data primer yang peneliti maksud dalam hal ini adalah 

informasi yang didapat dari wawancara dan observasi langsung dan 

tidak langsung dengan masyarakat Baha‟i di Banyuwangi terkait 

fenomena perkawinan masyarakat Baha‟i dengan Islam. Mulai dari 

faktor, alasan masing-masing dan upaya dalam prosesi perkawinan 

serta beberapa aturan yang diterapkan dalam menyelesaikan 

pencatatan perkawinan.  
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), hlm. 126. 
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b. Data Sekunder 

Sebagai data penunjang penelitian, peneliti mengambil beberapa 

buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas 

tentang Baha‟i dan seputar tema terkait masalah dalam penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai 

beberapa pihak diantaranya; (1) para pasangan pemeluk Baha‟i dan 

Islam yang menikah di Banyuwangi yang terdiri dari empat 

pasangan yani YK dan BM, ATR dan EK, KYN dan SLH, HR dan 

DN; (2) Kantor Humas dan Pemerintahan Majelis Rohani Nasional 

Baha‟i Indonesia; (3) petugas Kantor Catatan Sipil Banyuwangi; (4) 

tokoh masyarakat yang tinggal bersama dengan pemeluk Baha‟i; dan 

(5) petugas Kantor Urusan Agama di Banyuwangi.  

Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka maupun melalui 

alat komunikasi jarak jauh seperti whatsapp, telefon, email dan 

media sosial lainnya.  

b. Observasi 

Metode observasi ini dilakukan peneliti dengan cara 

mendengar, mengamati, dan mencatat bagaimana kehidupan para 

pemeluk Baha‟i di masyarakat. Peneliti melakukan observasi di 

beberapa lokasi di Banyuwangi seperti Jajag, Gambiran, dan 

Ngadirejo. Adapun waktu observasi dilakukan peneliti dalam jangka 
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waktu 3 bulan mulai dari Desember tahun 2019, Juli tahun 2020 dan 

Agustus tahun 2020.  

Melalui observasi ini peneliti fokus untuk mencari tahu 

bagaimana kehidupan pemeluk Baha‟i di Banyuwangi seperti bentuk 

keagamaan, bentuk interaksi Baha‟i dengan masyarakat sekitar yang 

beragama non-Baha‟i, serta memperhatikan bagaimana pendapat 

para pasangan Baha‟i yang menikah dengan pemeluk agama Islam di 

Banyuwangi. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-

data yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, 

disertasi, dokumen resmi dan juga foto-foto yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

6. Analisis Data 

Bentuk analisis data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

kualitatif yaitu cara analisis dari hasil penelitian berupa data dari narasumber 

secara tertulis maupun lisan,
49

 serta menguraikan secara deskriptif tentang 

teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas. 
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 Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar dapat memberikan gambaran dalam memahami penelitian ini, maka 

peneliti memberikan penjelasan secara garis besarnya. Adapun sistematika 

pembahasan disajikan dalam 5 (lima) bab, yang secara garis besar terdiri dari : 

Bab I, berupa pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari 

seluruh bahasan yang ada pada penelitian ini. Bab ini menguraikan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

teoretik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi tentang landasan teori yang meliputi gambaran umum 

perkawinan beda agama di Indonesia yang dalam pembahasannya terdiri dari tiga 

sub bahasan; Pertama bahasan tentang Perkawinan Beda Agama dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam; Kedua bahasan 

tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Ketiga bahasan tentang 

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama di Masyarakat. 

Bab III, berisi tentang objek kajian dalam penelitian yakni fenomena 

masyarakat Baha‟i yang menikah dengan Islam di Banyuwangi. Sehingga pada 

bagian ini akan disampaikan tiga poin utama yakni; Pertama, Gambaran umum 

masyarakat Baha‟i meliputi letak geografis, gambaran sosiologis, dan gambaran 

keagamaan; Kedua, Perkawinan dalam agama Baha‟i meliputi pengertian 

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, serta prosesi perkawinan umat Baha‟i; 

Ketiga, Perkawinan Beda Agama antara umat Baha‟i dan umat Islam di 

Banyuwangi meliputi; (1) data pasangan Baha‟i yang menikah dengan Islam; (2) 
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proses perkawinan pasangan beda agama antara Baha‟i dan Islam di Banyuwangi 

(3) problematika pencatatan perkawinan umat Baha‟i.  

Bab IV, berisi analisis fenomena perkawinan beda agama antara Baha‟i 

dengan Islam di Banyuwangi yang berkenaan dengan; a) praktik perkawinan beda 

agama antara Baha‟i dengan Islam di Banyuwangi; b) tinjauan hukum perkawinan 

beda agama antara Baha‟i dengan Islam di Indonesia.   

Bab V, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan 

dari pembahasan tesis dan saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya 

maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Pertama, Praktik perkawinan antara pemeluk Baha‟i dengan pemeluk 

Islam di Banyuwangi terjadi melalui dua cara perkawinan, yakni menurut tatacara 

Islam terlebih dahulu kemudian melalui tatacara Baha‟i. Tiga dari empat pasangan 

di Banyuwangi menikah dengan dua cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu 

pasangan lainnya dari empat pasangan Baha‟i X Islam hanya melakukan 

perkawinan dengan tatacara Baha‟i tanpa melalui proses Islam.  

Sebab terjadinya praktik perkawinan ini dapat dikategorikan dalam tiga hal 

diantaranya: 1) karena adanya kelonggaran hukum perkawinan beda agama 

dengan penghayat kepercayaan; 2) karena adanya peran modin desa dalam proses 

perkawinan; 3) untuk mendapatkan status perkawinan yang sah menurut Negara. 

Atas praktik dan sebab terjadinya perkawinan antara Baha‟i dan Islam tersebut, 

jika kemudian dilihat melalui teori tindakan sosial Max Weber. Maka dapat 

dikatakan bahwa praktik ini berorientasi pada tiga tindakan sosial.  

Kedua, KaidahBhukum tentangMperkawinanCbedaNagama di Indonesia 

sampai saat ini belum termodifikasi secara khusus. Namun, secara umum dalam 

aturan perundang-undangan di Indonesia terdapat larangan kawin atas pihak yang 

berbeda agama. Untuk menjelaskan bagaimana hukum Indonesia menangani 
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kasus perkawinan beda agama antara Islam dengan Baha‟i yang statusnya sebagai 

penghayat kepercayaan. Maka melalui landasan aturan undang-undang 

perkawinan pasal 2, dapat dikatakan bahwaVperkawinan hanya dapat dilakukan 

sepanjang masing-masing mempelai menganut agama yang sama dan atau 

kepercayaan yang sama dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat. Sehingga 

perkawinan yang dilangsungkan adalah perkawinanGyang sesuai dengan aturan 

perkawinan di Indonesia, sekaligus sejalan dengan aturan penghayat kepercayaan 

yang termaktub dalam PP No. 40 Tahun 2019.  

B. Saran 

Keberagaman agama di Indonesia menjadi daya tarik tersendiri untuk 

dapat dibahas lebih mendalam. Baha‟i sebagai salah satu aliran kepercayaan baru 

yang muncul di Indonesia dapat menjadi bahan diskusi lanjutan dalam berbagai 

penelitian. Tidak hanya bahasan tentang kedudukan status pemeluk Baha‟i di 

Indonesia, tentang perkawinan sampai kepada bahasan tentang bagaimana 

kontribusi pemeluk Baha‟i saat ini atas kewajiban pendaftaran pemuka agama 

(penghayat) demi kelancaran administrasi. Sehingga dengan adanya kesadaran 

tersebut, para penghayat kepercayaan seperti Baha‟i dapat secara bebas 

mendapatkan status perkawinan yang sah menurut negara.       
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Lampiran 1: Terjemahan Teks Alquran 

Halaman Footnote Terjemahan 

24 52 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari 

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan 

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi 

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan 

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. 

34 78 

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, 

walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari 

orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka 

mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) 

kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 

34 79 

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. 

makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al 

kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) 

bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang 

menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang 

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan 

di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum 

kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka 

dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud 

berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-

gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak 

menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah 

amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-

orang merugi. 

 

 

 



 

 

 

Lampiran II: Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Indonesia 

No Nama Pendiri Tahun Macam 

1 Adat Karuhun 

Urang 

Pangeran 

Djatikusumah 

1999 Sunda 

Wiwitan 

2 Adat Lawas Usman Achmad 1980 Kaharingan 

3 Agama Helu  Wiko Agan  1979 Kaharingan 

4 Aliran Kebatinan 

“Perjalanan 

Mei Kartawinata, 

dll 

1927 Kejawen, 

Sunda 

Wiwitan 

5 Aliran Kepercayaan 

“Aji Dipa” 

Aji Suja‟i 1979 Kejawen, 

Sunda 

Wiwitan 

6 Aliran Mulajadi 

Nabolon 

Guru Jonggi 

Pulomorsa, dll 

1911 Parmalim 

7 Anak Cucu Bandha 

Yudha 

R. Sambono 

Djonudin 

1970 Kejawen 

8 Anggayuh 

Panglereming Nafsu 

Subardjo Zein 1972 Kejawen 

9 Babolin Benteng S. 1981 Kaharingan 

10 Badan Kebatinan 

Indonesia 

R. Moehamad 

Hadi 

1936 Kejawen 

11 Badan Keluarga 

Kebatinan Wisnu 

Kyai Jakoeb Bin 1916 Kejawen, 

Hindu Jawa 

12 Badan Penghayat 

Ketuhanan Yang 

Maha Esa “Rila” 

Drs. Soetadi 1978 Kejawen 

13 Basorah Etoi 1982 Kaharingan 

14 Budi Luhur Drs.B.R.M.Tjokro

diningrat, dll 

1946 Kejawen 

15 Budi   Rahayu Natasukardjo, dll 1981 Kejawen 

16 Budi Sejati R. Imam Subroto 1978 Kejawen 

17 Bumi Hantoro Ersan 1984 Kejawen 

18 Empung Lokon Esa J.L.Weku 1982 Tonaas 

Walian 

19 Gantharwa Joko Lelono 

Trihargono 

1979 Kejawen 

20 Gereja Adat Musi Bawangin Panahal 1888 Adat Musi 

21 Golongan Si Raja Muria Sitompul 1980 Parmalim 



 

 

Batak 

22 Ilmu Goib Ki Suwito 1948 Kejawen 

23 Ilmu Goib Kodrat 

Alam 

Mitro Sarjono 1982 Kejawen 

24 Induk Wargo 

Kawruh Utomo 

Widi Prawiro 

Wasito 

1972 Kejawen 

25 Jawa Domas Dono Tjanto 1932 Kejawen 

26 Kaharingan Dayak 

Maanyan Hiang 

Piumpang 

Kataut Ngaweng 1980 Kaharingan 

27 Kalkikan U.J. Mames 1986 Toonas 

Walian 

28 Kapitayan R. Soekandar 

Sastroatmojo 

1979 Kejawen 

29 Kasampurnaan 

Ketuhanan Awal 

dan Akhir 

Hadiprayitno  1971 Kejawen 

30 Kawruh Batin Tulis 

Tanpa Papan 

Kasunyatan 

Soepardi 

Soerjosendjojo 

1955 Kejawen 

31 Kawruh Budi Jati E.Soesilo Oetojo 1976 Kejawen 

32 Kawruh Budi 

Lestari Adjining 

Djiwo 

Ki Tjitroprawiro 1937 Kejawen 

33 Kawruh Hak Rochmat 1979 Kejawen 

34 Kawruh 

Kesampurnaan 

Kasunyatan 

Ketuhanan Budi 

Utomo 

Harjo Tulus Asma 

Hutomo 

1940 Kejawen 

35 Kejawen Maneges Bahurekso 

Maneges 

2006 Kejawen 

36 Kekadangan 

Wringin Seto 

Eyang Amiseno 

dan Amiluhur 

1895 Kejawen 

37 Komunitas Pelajar 

Kawruh Jiwa 

Ki Ageng 

Suryomentaram 

1927 Kejawen 

38 Marapu               - 1982 Marapu 

39 Majelis Agama 

Kaharingan 

             -  - Kaharingan 



 

 

Republik Indonesia 

40 Majelis Luhur 

Kepercayaan 

terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa 

Indonesia 

             - 2014 Majelis 

Tunggal 

41 Majelis Umat 

Kepercayaan 

Kaharingan 

-  -  Kaharingan 

42 Masade Mawu Masade 1984 Masade 

43 Ngesti 

Kesampurnaan 

Poedjijo 

Prawirohardjono 

1971 Kejawen 

44 Padepokan Lemah 

Putih 

Suprapto 

Suryadarmo 

1986 Kejawen, 

Buddha 

45 Paguyuban kawruh 

Jawa Jawata 

Darim 1981 Kejawen 

46 Paguyuban Ngesti 

Tunggal 

Soenarto 

Mertowardjojo 

1949 Kejawen 

47 Paguyuban 

Penghayat 

Kepribaden 

Romo Herucokro 

Semono 

1980 Kejawen 

48 Perguruan kebatina 

Makdum Sarpin 

-  1990 Kejawen 

49 Perguruan Tenaga 

Dalam Bambu 

Kuning 

Drs. I Nyoman 

Serengan 

-  Hindu Bali 

50 Perhimpunan 

Kamanuhosan 

Ki Joedo Prajitno 1934 Kejawen 

51 Perhimpunan 

Kepribadian 

Indonesia 

Soekariadji 1978 Kejawen 

52 Persatuan Warga 

Sapta Darma 

Harjo Sapura 1965 Kejawen 

53 Ramai  Dani Rumuat 1950 Tonaas 

Walian 

54 Sanata Dharma 

Majapahit dan 

Pancasila 

W. Hardjanta 

Parjapangarsa 

1955 Hindu Jawa 

55 Sedulur Sikep Samin Surosentiko -  Saminisme 



 

 

56 Paguyuban Kawruh 

Hardo Pusoro 

Ki Soemotjitro 1972 Kejawen 

57 Paguyuban Sumarah Raden Ngabel 

Soekinohartono 

1935 Kejawen  

58 Perkumpulan 

Persaudaraan 

Kejiwaan Susila 

Budhi Dharma  

Muhammad Subuh 

Sumohadiwidjojo 

1947 Kejawen, 

Sufisme 

59 Sirnagalih Haris Suhyar -  Kejawen 

60 Tonaas Walian Rumondor, dll 1976 Tonaas 

Walian 

61 Ugamo Bangso 

Batak 

-  -  Parmalim 

62 Ugamo Malim Mulia Nairpospos 1921 Parmalim 

63 Ugamo Parmalim 

Budaya Adat Batak 

-  1980 Parmalim 

64 Wisnu Buddha/Eka 

Adnyana 

Gusti Made Oka 

Mustika, SH 

1954 Hindu Bali, 

Buddha 
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